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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa 

hal sebagai berikut:  

1. Retribusi jasa usaha terminal dan retribusi tepi jalan umum tergolong unggul 

dengan kontribusi masing-masing sebesar 23,51% dan 33,75%. Untuk 

retribusi pengujian kendaraan bermotor tergolong potensial dengan 

kontribusi sebesar 36,01% tetapi laju pertumbuhannya lambat sebesar 

12,47%, selanjutnya retribusi parkir khusus tergolong berkembang dengan 

kontribusi yang masih rendah sebesar 6,18% laju pertumbuhannya 

mengalami peningkatan sebesar 29,64%, sedangkan yang tergolong 

terbelakang yaitu Retribusi ijin trayek (izin insidentil) karena kontribusi 

yang masih rendah sebesar 0,51% serta laju pertumbuhan yang minim 

terhadap rata-rata penerimaan retribusi parkir sebesar -14,8%. 

2. Pengontrolan atau pengawasan terhadap kinerja juru parkir di lapangan 

masih relatif kurang. Para juru parkir sering melanggar aturan yang berlaku 

seperti tidak menggunakan pakaian seragam saat bertugas, tidak 

memberikan karcis kepada pelanggan, memanfaatkan trotoar dan 

memperkenankan parkir serta maraknya parkir liar yang ada di Kota 

Kupang, sehingga mengurangi penerimaan retribusi parkir. 
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6.2 Saran   

Agar pemungutan parkir dapat dipraktekkan sesuai dengan harapan kita  

semua  sehingga terjadinya  suatu  keadilan  serta  tujuan  bersama yaitu  

pembangunan  daerah  dan  kesejahteraan  masyarakat,  penulis menyampaikan 

saran sebagai berikut : 

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang 

a. Diharapkan pihak Pemerintah Kota Kupang untuk terus memaksimalkan 

potensi penerimaan retribusi parkir baik itu retribusi tepi jalan umum, 

retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi jasa usaha terminal, 

retribusi parkir khusus dan retribusi ijin trayek (ijin insidentil) sehingga, 

dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota 

Kupang. 

b. Perlu diperhatikan pengawasan dan pengontrolan terhadap juru parkir 

liar agar segera diresmikan.  

2. Bagi Dinas Perhubungan Kota Kupang  

a. Kemampuan mengelola kontribusi yang diterima dengan jujur. 

b. Memperhatikan para juru parkir yang kurang disiplin dalam menggunakan 

altribut (fluit, rompi, kartu tanda pengenal, karcis, dan topi), Bila terdapat 

juru parkir yang tidak disiplin menggunakan altribut diberi sangsi sesuai 

dengan aturan yang berlaku. 

c. Memberikan pelatihan dan bimbingan bagi para juru parkir agar lebih 

sopan, dan lebih mengerti bagaimana cara melayani yang baik terhadap 

para pengguna tempat parkir . 
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